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“WHEN THERE’S A WILL THERE’S A WAY” 
 
Impossible is not a word. It's just a 
reason for someone not to try 
“What Faith Can Do” -Kutless – 
 
 
Yesaya 41 : 10  
Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang 
sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong 
engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananKu yang 
membawa kemenangan… 
 
Mazmur 40 : 6 
Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanMu 
yang ajaib dan maksudMu untuk kami. Tidak dapat disejajarkan dengan 
Engkau! Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu 
besar jumlahnya untuk dihitung. 
 
 
Karya ini ku persembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus. 
Papi dan Mami yang selalu menyebut namaku dalam setiap doa. 
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Keterlibatan pendeta dalam dunia politik praktis sudah menjadi fenomena umum bagi 
warga jemaat GMIM khususnya yang ada di klasis kota manado. Keterlibatan pendeta dalam 
dunia politik praktis pastinya menimbulkan pro dan kontra di kalangan jemaat dimana pendeta 
itu melayani. Maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Persepsi jemaat 
GMIM terhadap pendeta yang terjun dalam dunia politik praktis. Dalam penelitian ini 
difokuskan pada persepsi jemaat GMIM dan dampak relasi antara jemaat dan pendeta yang 
terjun dalam dunia politik praktis. Ada beragam persepsi yang dikemukan oleh para informan 
tetapi sebagian besar informan kontra dengan keterlibatan pendeta GMIM dalam dunia politik, 
dengan alasan tugas tanggung jawab sebagai hamba Tuhan tidak dilaksanakan dengan 
maksimal. Padahal tugas dan panggilan utama dari seorang pendeta adalah untuk 
memaksimalkan setiap pelayanan sesuai janji penahbisannya. Dampak relasinya juga beragam 
ada yang menjalin hubungan baik, ada juga yang tidak baik, semuanya itu dapat dilihat dari 
berbagai kinerja yang dilakukan pendetanya setelah berkiprah dalam dunia politik. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyarankan sebaiknya Sinode GMIM 
mempunyai sikap yang jelas mengenai pendetanya yang bermaksud atau terlibat dalam politik 
praktis misalnya menjadi anggota legislatif.  Sikap jelas yang saya maksud adalah agar ada 
keputusan dan kebijakan yang jelas bahwa mereka yang hendak dan terjun dalam dunia politik 
praktis harus mengundurkan diri dari jabatan kependetaannya. Hal ini untuk menghindari 
terjadinya perpecahan dalam jemaat karena pro dan kontra terhadap keterlibatan pendeta dalam 

















1. A. Latar belakang 
 Gereja yang berlatar belakang Reformasi termasuk Gereja Masehi Injili di 
Minahasa (GMIM) secara fundamental telah memahami bahwa politik bukanlah 
bidang yang terlarang. Karena politik merupakan suatu bidang kehidupan dimana 
Gereja dapat memperjuangkan terwujudnya tanda-tanda kerajaan Allah di dalam Yesus 
Kristus seperti keadilan, kebenaran, damai sejahtera dan sebagainya.
1
 Gereja juga 
dipahami sebagai komunitas iman kepada Yesus Kristus atau bisa disebut juga 
komunitas iman politis.
2
 Karena itu, kalau Gereja ingin mengabdi kepada Allah dalam 
Yesus Kristus, maka Gereja juga harus bersifat politis. Tetapi memang harus 
ditegaskan bahwa kehadiran dan peran Gereja di bidang politik harus dibedakan secara 
prinsip, hakikat, sifat dan bentuk dari partai politik. Karena Gereja bukanlah partai 
politik dan tidak sama dengan partai politik.
3
 Gereja memiliki tugas panggilan yakni 
untuk memberikan bimbingan – bimbingan pastoral, turut dalam terselenggaranya 
suatu kehidupan politik yang benar, adil dan mendatangkan damai sejahtera bagi 
semua orang,
4
 serta memberikan kritik-kritik yang profetis untuk meluruskan hal-hal 
yang tidak benar dalam kehidupan berpolitik.  
 Perlu dipahami bahwa Gereja (baik sebagai umat atau lembaga/organisasi) 
pada hakekatnya hadir di dunia dengan mengemban tugas dan tanggung jawab untuk 
mewujudkan kabar baik, kabar keselamatan, kabar tentang damai bagi umat manusia. 
Gereja pun harus terbuka, dinamis, dialogis pada situasi perkembangan di masyarakat 
dengan sikap positif, kritis, kreatif dan realistis.
5
  
Dalam kehidupan bermasyarakat, Gereja harus bisa menyatakan tugas 
panggilannya tersebut dalam setiap aspek kehidupan masyarakat di antaranya dalam 
bidang politik. Kehadiran Gereja di dunia bukan hanya untuk melayani sekelompok 
orang tertentu tetapi juga masyarakat umum. Salah satunya melalui bidang politik di 
mana politik menjadi sangat penting sebab kehidupan jemaat dan masyarakat tidak 
                                                          
1. Sairin, Weinata- Patiassina, J.M. (Peny), Hubungan Gereja dan Negara dan Hak-Hak Asasi 
Manusia, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1996 
2. Singgih, Emanuel Gerrit, Iman dan Politik Dalam Era Reformasi di Indonesia, Jakarta, BPK 
Gunung Mulia, 2004. 
3. Sibarani, Poltak.YP. 2004. Bolehkah Gereja Berpolitik (Mencari pola hubungan Gereja dan 
Negara yang relevan di Indonesia). Jakarta: Ramos Gospel Publishing House. 
4.
 Pokok-pokok tugas panggilan gereja 
5. Borrong, Robert P. 2006. Etika Politik Kristen,serba-serbi politik praktis. Jakarta: Unit 
Publikasi dan Informasi STT Jakarta. 
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terlepas dari politik. Warga Gereja telah lama ikut serta dalam politik baik menjadi 
pengurus partai, pejabat publik maupun anggota legislative.
6
   
 Menjadi suatu hal yang baru ketika yang terlibat dalam politik adalah seorang 
Pendeta. Sejak bergantinya Orde Baru tahun 1998, Orde Reformasi telah memberikan 
kebebasan yang cukup signifikan bagi tumbuhnya partai-partai politik. Partai politik 
pun tumbuh bagai jamur di musim hujan dengan coraknya masing-masing. Euforia 
untuk berserikat dalam satu partai baik yang baru muncul maupun yang sudah ada juga 
melanda kehidupan para Pendeta untuk menjadi pengurus partai, entah partai Kristen 
maupun partai nasionalis terbuka. Para Pendeta pun ikut berpartisipasi dalam politik 
baik di partai politik maupun menjadi anggota legislatif dan eksekutif. Keterlibatan 
para Pendeta dalam politik praktis pun telah menimbulkan perdebatan dalam 
kehidupan warga Gereja sendiri. Sebagian warga Gereja setuju Pendeta terlibat politik 
karena memandang Pendeta sebagai pemimpin umat yang mempunyai wawasan yang 
luas terhadap berbagai aspek dan perkembangan dalam masyarakat termasuk politik 
dan selalu merelasikannya dengan panggilan Gereja yaitu menjadi garam dan terang 
dunia dan ikut serta dalam usaha mensejahterakan masyarakat. Pendeta dipandang 
memiliki potensi untuk menjadi seorang politisi yang ideal dalam tanggung jawab 
imannya kepada Tuhan dan tanggung jawab moral kepada seluruh rakyat dan bangsa 
Indonesia. Perannya kemudian adalah menyuarakan dan memberlakukan kebenaran, 
keadilan dan kasih. Hal ini menjadi relevan dengan tujuan politik yang murni dalam 
negara yang seharusnya dilakukan oleh para politisi. 
 Dalam kurun waktu 3 periode dalam pemilihan anggota legislatif dikota 
Manado, sejak tahun 2004 – 2014 ada peningkatan kurang lebih 10% jumlah Pendeta 
GMIM yang terjun dan mencalonkan diri sebagai anggota legislative.
7
 Tentunya hal ini 
mengundang pro dan kontra bagi warga gereja khususnya jemaat yang pendetanya 
terlibat dalam politik. Salah satu pergumulan yang menjadi perdebatan adalah 
mengenai pemahaman tentang panggilan pendeta sebagai pelayan dipersoalkan 
kehadirannya atau keikutsertaannya dalam partai politik. Karena sebagai warga gereja, 
fungsi pendeta dipahami sebagai gembala dan hamba Tuhan yang melayani jemaat, 
dan fungsi pelayan atau pendeta yang diberikan Kristus yang naik ke surga adalah : 
mereka merupakan para hamba untuk melayani para pengikutnya, untuk 
                                                          
6. R.M.S Gulton dan Mudiyono. Tanggung Jawab Warga Negara. Jakarta: BPK Gunung 
Mulia,1992 
7.
 Pendeta GMIM yang berpolitik 2009, Tabloid DODOKU edisi maret 2014 
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memperlengkapi orang-orang kudus Allah dalam pekerjaan pelayanan demi 
membangun tubuh Kristus.
8
 Pertimbangan lain yang kurang setuju adalah pandangan 
bahwa politik itu kotor, banyak seni berkompromi sehingga orang cenderung mencari 
rasa aman dan selamat. Oleh karena itu, profesi pendeta yang bertugas menjaga 
kekudusan dan kesucian hidup umat Tuhan sebaiknya menjauhkan diri dari kehidupan 
politik yang mengedepankan intrik-intrik licik dan penuh tipu muslihat dan tidak 
jarang pula mengabaikan moral dan etika. Profesi pendeta bukanlah jabatan yang 
diupayakan untuk memperoleh popularitas apalagi kekuasaan. 
 Berdasarkan latar belakang  tersebut di atas,  penulis tertantang untuk 
mengangkat persoalan Gereja dan politik yang melibatkan para pendeta yang terjun 
dalam dunia politik, serta ingin mengetahui bagaimana persepsi warga jemaat 
khususnya warga  GMIM terhadap pendetanya yang terjun dalam dunia politik. 
Karena itu judul dari tugas akhir ini adalah: Gereja dan Politik: Studi kasus persepsi  
jemaat GMIM terhadap pendeta yang terjun dalam Politik Praktis. 
1. B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah : 
1. Apa persepsi warga jemaat GMIM klasis kota manado terhadap Pendetanya 
yang terjun dalam dunia politik praktis untuk menjadi calon anggota legislatif ? 
2. Bagaimana dampaknya terhadap relasi antara Pendeta yang terjun dalam dunia 
politik dengan warga  jemaatnya ? 
 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis menyimpulkan tujuan dari 
penelitian ini yaitu :  
1. Mendeskripsikan persepsi warga jemaat GMIM klasis kota manado terhadap 
pendeta yang terjun dalam dunia politik praktis. 
2.  Mendeskripsikan  dampak relasi antara Pendeta dengan warga jemaatnya. 
 
1. C. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data  
 Untuk mencapai tujuan penulisan, maka Metode yang penulis gunakan adalah 
metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara.  
Penelitian hanya dilakukan di klasis GMIM khususnya yang ada di kota Manado 
                                                          
8.
 Ronald, Leigh. 2002. Melayani dengan Efektif:34 prinsip pelayanan bagi pendeta. Jakarta: PT. 
BPK Gunung Mulia 
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dengan mewawancarai 10 orang informan/jemaat GMIM yang ada diklasis kota 
manado yang pendetanya terlibat atau pernah menjadi calon anggota legislative. 
Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam terhadap informan kunci. 
 
1. D. Manfaat Penelitian  
 Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka penulis menganggap 
bahwa hasil penelitian ini dapat berguna sebagai berikut : Menyumbangkan 
pemahaman bagi masyarakat dan warga jemaat secara khusus fakultas Teologi tentang 
Pendeta yang berpolitik serta persepsi jemaat tentang permasalahan tersebut. 
 
1. E. Sistimatika Penulisan 
 Penelitian ini akan penulis tuliskan dalam beberapa bagian yaitu : Bagian 
pertama berisikan Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistimatika penulisan. Bagian dua penulis akan 
mendeskripsikan teori-teori yang terkait dengan Gereja dan politik. Bagian tiga penulis 
akan memaparkan data hasil penelitian penulis terkait persepsi jemaat terhadap 
masalah yang penulis teliti serta dampak hubungan antara pendeta dan warga jemaat, 
dan menganalisis hasil data yang dikaitkan dengan teori dan rumusan masalah yang 
penulis teliti. Bagian keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran 














2. Landasan  Teori : Gereja dan  Politik. 
 
a.  Pengertian Gereja 
 Istilah Gereja berasal dari bahasa portugis igreja dan melalui bahasa latin 
ecclesia, yang keduanya berasal dari bahasa Yunani ekklesia. Kata inilah yang kita 
jumpai dalam Perjanjian Baru; misalnya diterjemahkan dengan kata jemaat (dahulu 
diterjemahkan dengan kata “sidang” ataupun “sidang jemaat”); jemaat dari segala 
tempat dan segala abad, persekutuan segala orang percaya; sering juga disebut gereja 
yang tidak kelihatan (Mat 16:18); jemaat di suatu kota (Kis 5:11); jemaat yang 
berkumpul di sebuah rumah (Rm 16:5).
9
 Menurut Eka Darmaputra baik secara 
eitimilogis maupun semantik, Gereja adalah orang-orangnya. Sebagaimana dikatakan 
dengan tepatnya oleh Martin Luther bahwa Gereja adalah sebuah kongregasi, sebuah 




b.  Pengertian Politik 
 Istilah politik berasal dari bahasa Yunani yakni polis yang berarti kota atau 
suatu Komunitas. Istilah lain dalam bahasa Yunani ialah politeia yang berarti warga. 
Jadi politik pada mulanya berarti suatu masyarakat yang berdiam di suatu kota.
11
 
 Dalam mendefenisikan mengenai politik Oscar Cullman, yang dikutip oleh 
Gunche Lugo, membedakan antara politeia dan politeuma. Politeia berarti politik 
dalam arti merebut kekuasaan atau kedudukan dalam pemerintahan. Sedangkan 
politeuma adalah politik yang menekankan tegaknya nilai-nilai kerajaan Allah di dunia 
ini misalnya: keadilan, kebenaran, kesejahteraan dan mewujudkan peradaban baru 




 Dalam teori politik modern, politik diasumsikan sebagai kekuasaan Negara, 
yang diwakili oleh partai politik untuk mewakili aspirasi masyarakat, khususnya dalam 
konteks Negara demokrasi. Dengan demikian dalam konteks Negara demokrasi, 
politik didefenisikan sebagai kekuasaan menduduki parlemen atau pemerintahan. 
                                                          
10. R. Soedarmo, kamus Istilah Teologi, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002, hlm. 30. 
11. Martin L. Sinaga (peny), Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia, Teks-Teks Terpilih Eka 
Darmaputra, Jakarta: BPK Gunung Mulia, Hlm. 409. 





Dengan demikian politik identik dengan kekuasaan.
13
 Antara abad keenam belas 
sampai awal abad kedua puluh, politik diartikan lebih sempit dibandingkan dengan 
pengertian yang dipahami orang-orang Yunani. Jean Bodin (1530-1596), seorang 
filosof politik Prancis, memperkenalkan istilah “ilmu politik” (science politique). 
Defenisi tentang politik, juga diungkapkan oleh Montesquieu (1687-1755), yang 
mengemukakan bahwa semua fungsi peemerintahan dapat dimasukkan ke dalam 




c.  Pandangan Alkitab/Teologis Tentang Politik. 
 Setelah memahami Gereja serta pemahaman tentang politik, maka penulis akan 
memaparkan pandangan Alkitab tentang Politik. Istilah politik tidak dijumpai secara 
tersurat dalam Alkitab. Namun perlu disadari bahwa di dalam Alkitab tersirat bagian-
bagian tentang bagaimana Umat Allah atau Gereja hadir di tengah-tengah masyarakat 
dan menata kehidupan bersama. 
 Dalam prinsip etika politik Alkitabiah, suatu pemerintahan yang baik memang 
terfokus dalam ketiga urusan ini: penegakan hukum yang tidak berat sebelah, keadilan 
bagi orang miskin, dan pembebasan warga dari penindasan dan kekerasan. Syair 
mazmur-mazmur yang terkait dengan peran kekuasaan berulang-ulang 
mengungkapkan pemerintahan ideal adalah yang menyahuti seruan orang 
berkekurangan, yang peduli orang miskin, dan yang menentang kekerasan melainkan 
mengupayakan damai. Di balik etika itu terdapat pengakuan bahwa para penguasa 
yang memihak pada pemulihan kaum yang lemah, miskin dan tertindas adalah “wakil” 
Allah. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Perjanjian Lama yang menetukan sistem 
perpolitikan, khususnya di kalangan bangsa Israel dalam menata kehidupan bersama 
adalah ketaatan kepada Allah yang ditandai dengan berlakunya hukum Taurat dan 
keadilan. 
 Bagian lain yang penting dalam Perjanjian Baru, yang memiliki latar belakang 
pada suasana politik kerajaan Romawi adalah surat Wahyu yakni Wahyu 13. Dari sini 
ditekankan bahwa pemerintah yang memutlakkan dirinya dan menganggap dirinya 
mahakuasa, maka dia bagaikan binatang buas. Pemerintah yang demikian adalah seteru 
Allah dan bukan hamba Allah. Tema yang sama dikemukakan oleh Yesus pada saat 
                                                          
14. Gunche Lugo, op.cit, hlm. 42 
15.
 Carlton Clymer Rodee dkk (ed), op.cit,  hlm. 3 
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berada di hadapan Pilatus bahwa: “engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap 
Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas” (Yoh 19:4). Demikian juga Petrus 
mengatakan bahwa “tunduklah, karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik 
kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali 
yang diutus-Nya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati 
orang-orang yang berbuat baik” (I Petrus 2:13,14). Dengan demikian Pemerintah tidak 
memiliki kuasa mutlak, oleh karena itu harus dikritik dan dikoreksi jika tidak 
menjalankan tugasnya sebagai “hamba Allah”. 
 
d.  Hubungan Gereja dan Negara. 
 Hubungan antara Gereja dan Negara merupakan persoalan yang menjadi 
perdebatan dalam sejarah partisipasi Gereja dalam politik, bahkan menurur Andreas A. 
Yewangoe hubungan antara Gereja dan Negara bukanlah sesuatu yang gampang untuk 
dirumuskan. Sejarah sudah memperlihatkan kepada kita, bahwa, bukan tidak jarang 
perlombaan untuk saling mendominasi satu terhadap yang lainnya. Dalam kasus 
Gereja-Negara, Negara mendominasi Gereja, sehingga segala sesuatu yang berlaku di 
dalam Gereja ditentukan oleh Negara. Sejak Konstantin Agung (4M) menjadi Kristen, 
kecenderungan Negara untuk ikut menentukan apa yang baik dan tidak baik. Di 
Indonesia khusunya pada zaman kolonial, kita juga menghadapi kasus yang serupa. 
Pemerintah kolonial Belanda antara lain menempatkan apa yang disebutnya 
“Commisarissen” di dalam majelis-majelis Jemaat ‘De Indische Kerk’, yang pada 
waktu itu merupakan Gereja-Negara, yang berfungsi sebagai yang mewakili 
kepentingan-kepentingan Negara.
15
 Menurut Donald Jay Losher, secara umum 
pandangan mengenai hubungan antara Gereja dan Negara dibagi menjadi tiga kategori 
yaitu pemisahan ketat, asimilasi dan interaksi.  Pemisahan ketat tidak bisa berbuat apa-
apa terhadap Negara, karena kaum kristen memilih sendiri untuk tidak berperan di 
bidang politik atau sosial. Asimilasi juga tidak mampu karena kaum beragama telah 
dikuasai oleh pemerintah dan ideologinya, sehingga hanya mampu menerima segala 
kebijakan secara pasif. Baik asimilasi maupun pemisahan ketat tidak mampu 
memegang peranan aktif dalam perubahan sosial dan politik. Sikap interaksilah yang 
mampu bertahan lama dalam periode kontemporer, karena transformasi dan 
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pembebasan memegang peranan jauh lebih aktif dan positif, meskipun juga dengan 
resiko yang lebih besar namun memegang peranan paling aktif, kritikal dan positif 
terhadap Negara dan masyarakat.
16
   
 Zakaria J. Ngelow yang membaginya ke dalam 5 model yakni: kesatuan Gereja 
dengan Negara, yang memberi Gereja kuasa atas Negara. Yang disebut ecclesiocracy;  
kesatuan Gereja dengan National confessionalism Negara, yang memberi Negara 
kuasa atas Gereja. Yang disebut erastianism; suatu kesatuan denominasi gereja tertentu 
dengan Negara. Yang disebut sebagai The Establishment Principle; suatu pengakuan 
resmi atas otoritas pemerintahan Yesus Kristus dan Firman-Nya oleh Negara.
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Menurut Calvin sebagaimana yang dikutip oleh Andreas A. Yewangoe, mengenai hal 
tersebut bahwa hubungan Gereja dengan Negara merupakan dua lingkaran yang 
pusatnya adalah Yesus Kristus. Jadi baik negara maupun gereja berpusatkan satu pusat 
saja yaitu Yesus Kristus. Dengan kata-kata lain, baik pelayanan gereja maupun 
pelayanan negara bersumber dari sumber yang satu yaitu Yesus Kristus. Hanya 
memang lingkup pelayanan mereka berbeda. Yang satu mungkin lebih terbatas, 
sedangkan yang lainnya lebih ”luas”. Marthin Luther pada pihak lain berbicara 
mengenai dua kerajaan yang terpisah, namun terdapat juga tititk-titik singgung di 
antara keduanya. Bagaimana menempatkan secara persis titik-titik singgung itu, tentu 
dibutuhkan pemahaman mendalam dan kepekaan luar biasa menyiasati apa yang 




e. Tujuan Keterlibatan Gereja dalam Politik. 
 Tujuan pelayanaan : Politik penuh dengan kecenderungan destruktif atau 
bersifat merusak yang kemudian melahirkan penindasan dan belenggu bagi banyak 
orang.  Oleh sebab itu gereja terpanggil untuk ikut serta dalam usaha pelayanan atau 
pembebasan yang dilakukan Allah (Luk. 4; Mat.  25).  Gereja perlu melayani mereka 
yang menjadi korban permainan politik, gereja harus mewujudkan kebebasan dan hak-
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 Zakaria J. Ngelow, Pengalaman Kristen dalam hubungan agama dan Negara, Pointers pada 
seminar Gereja, Negara dan Isu-Isu Agama, download, 15 Juli 2014. 
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hak asasi manusia dalam segala lapangan kehidupan: agama, pendidikan, pekerjaan 
dan lain – lain.
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 Tujuan Korektif : Melakukan koreksi terhadap dosa para pemimpin politik.  
Koreksi dapat diartikan sebagai pelayanan pastoral.  Gereja harus menimbulkan 




 Tujuan Normative : Gereja harus menegakkan kebenaran di tengah kehidupan 
politik, yaitu menegakkan keadilan dan mewujudkan kasih.  Maka kekuasaan politik 
harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan cinta kasih dengan kata lain, tujuan 




 Tujuan Edukatif : Gereja harus mendidik warga gereja supaya peduli dan 
paham mengenai tugas panggilannya di dunia.  Ketertibatan dalam politik sekaligus 




f.  Model Keterlibatan Gerja dalam Politik  di Indonesia 
 Setelah  memahami hubungan antara Gereja dengan Negara, baik dalam 
konteks yang lebih luas, maupun dalam konteks  Indonesia, maka selanjutanya penulis 
akan memaparkan tentang Strategi atau model peran politik Gereja di Indonesia. 
Model Yusuf – Daniel 
 Yang dimaksudkan dengan Model Yusuf-Daniel adalah peran politik warga 
Gereja di Indonesia, yang berusaha untuk masuk dalam “lingkaran kekuasaan”. Hal ini 
nampak dari pendirian partai Kristen dan ketelibatan dalam partai non Kristen, yang 
telah mengantar beberapa tokoh-tokoh Gereja menduduki jabatan yang strategis dalam 
pemerintahan mulai dari zaman pergerakan nasional sampai pada era reformasi. Tokoh 
Yusuf diceriterakan dalam kejadian 37:1-50:26, Ia dijual oleh saudara-saudaranya ke 
Mesir dan di sana ia memperlihatkan prestasi yang cukup gemilang, ia dapat 
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mengalahkan godaan dari istri Potifar, berhasil menafsirkan mimpi para tahanan dan 
mimpi Firaun dan juga memberi nasihat praktis yang segera diterima oleh Firaun. 
Prestasi inilah yang mengantarkan Yusuf sebagai penguasa atas istana, sehingga ia 
bertanggung jawab atas keuangan Mesir dan walaupun Yusuf telah menjadi petinggi di 
Mesir, dia tidak pernah mendendam terhadap saudara-saudaranya bahkan tergerak 
hatinya untuk membantu mereka.
24
  Demikian pun yang dialami oleh Daniel, Ia adalah 
salah seorang pengawas dari seratus dua puluh provinsi kerajaan. Walaupun dia berada 
dalam lingkaran kekuasaan, ia tetap mempunyai integritas hal ini terbukti ketika ada 
surat keputusan dari raja bahwa barang siapa selama tiga puluh hari menyampaikan 
permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada raja, akan 
dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel tetap menjalankan kebiasaannya yakni 
berdoa kepada Allah, yang membuat dia dihukum, tetapi Ia tetap diselamatkan oleh 
Allah yag disembahnya  (Daniel 6:2-29).
25
 
 Peran politik model Yusuf –Daniel, juga nampak dalam terlibatnya pendeta 
dalam lingkaran politik praktis. Menurut  Zakaria J. Ngelow, Baik pada masa 
PARKINDO maupun di era Reformasi pendeta-pendeta terlibat langsung dalam dunia 
politik praktis. Apakah pendeta cocok menjalankan peran partisipasi politik Kristen? 
Ya dan tidak. Ya, karena pendeta adalah pemimpin umat yang (seharusnya) 
mempunyai wawasan yang luas terhadap berbagai aspek dan perkembangan dalam 
masyarakat, termasuk politik, dan selalu merelasikannya dengan panggilan gereja. 
Tidak, karena pendeta yang terlibat dalam politik praktis memilih salah satu 
partai/golongan politik, dan dengan itu tidak bisa lagi membina warga jemaatnya 
dalam aktivitas politik yang berbeda-beda. Masalah pendeta dalam dunia politik 
praktis bukan terutama masalah doktrin jabatan menyangkut salah atau benar; 
melainkan masalah etika, boleh atau tidak boleh. Pendeta yang berpolitik akan 
cenderung mengarahkan warga jemaat pada kepentingan partainya, dan dengan 
demikian tidak netral. Bahkan dapat memakai mimbar gereja untuk kampanye politik, 
bukan pemberitaan Injil.  Yang  juga penting adalah motivasi pendeta terjun dalam 
politik praktis. Ada pendeta yang memang bekerja dalam dunia politik dengan 
integritas, visi dan komitmen. Tetapi banyak pula yang sesungguhnya ikut Yunus 
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“melarikan diri” ke Tarsis. Dalam artian tidak menjalankan  tugas dan tanggung jawab 
yang diberikan Tuhan sesuai janji iman yang pernah diucapkan. 
Model Musa – Elia  
 Yang dimaksud dengan Model Musa-Elia adalah peran politik Gereja yang 
kembangkan ke arah tepian sosial: solidaritas dengan kaum marjinal. Model ini 
berbeda dengan Model Yusuf-Daniel yang berorientasi ke lingkaran elit kekuasaan.   
 Dalam Keluaran 2:1-22 , diceriterakan tentang Musa yang dibesarkan dalam 
lingkungan istana di Meisir, namun karena rasa solidaritasnya terhadap bangsanya ia 
melarikan diri dari istana menuju ke Midian dan dari situlah Musa mendapat 
pengutusan dari Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari pebudakan di Mesir 
menuju tanah perjanjian (Kel. 3:7-15).  Solidaritas itupun yang diperlihatkan oleh Elia 
di tengah pemerintahan raja Ahab di Israel yang tidak memihak kepada rakyat kecil 
dan ketika kekeringan melanda negeri itu. Solidaritas itu  digambarkan melalui cerita 
mengenai seorang  janda di Sarfat, di mana Elia melakukan mujizat yakni minyak dan 
tepung menjadi banyak dan dbangkikannya anak tunggal dari janda itu (I Raja-raja 
17:1-24). 
 Partisipasi transformatif itu merujuk pada Gereja Purba sebagai model dan 
ukurannya: Jemaat Kristen purba merupakan model dan ukuran bagi peran Gereja di 
tengah-tengah masyarakat, yaitu bukan dengan suatu ideologi atau sistem sosial politik 
tertentu, melainkan dengan hidup dari dan di bawah kekuasaan Kristus mewujudkan 
kasih dan keadilan. Cara hidup gereja Kristen yang lama dalam masyarakat selama 
abad-abad yang pertama bukan konservatif, maupun evolusioner, atau revolusioner, 
melainkan membetulkan (mentransformasikan) dan karena itu mengubah. Gereja, 
yakni jemaat-jemaat, hanya dapat melancarkan pengaruh-pengaruh yang dinamis, yang 
membaharui dan mengubah itu dalam masyarakat jika gereja sadar akan masalah-
masalah yang dihadapi dan jika gereja hidup dari penggenapan dan pengharapan akan 
Kerajaan Allah yang dalam Yesus Kristus telah dan akan datang itu. Menurut Julianus 
Mojau dalam konteks Indonesia yang majemuk, peran politis yang cukup prospektif 
adalah Gereja menjadi Komunitas iman basis yang memberdayakan warga Jemaat dan 
masyarakat sehingga memiliki kesadaran politik kritis terhadap segala bentuk 
kekuasaan hegemonis yang selalu ingin megkorup harkat dan martabat mereka.
26
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 Yang dimaksud dengan Model Yesus adalah peran politik Gereja yang bukan 
hanya berorientasi pada proses pemberdayaan warga masyarakat saja (model Musa-
Elia),  tetapi juga berkaitan erat dengan peran profetis atau dengan kata lain disamping 
memberi pendidikan politik dan pendampingan pastoral terhadap warganya, Gereja 
juga tetap mengkritik pemerintah jika cenderung tidak memihak kepada kepentingan 
dan kesejahteraan rakyat. 
 Ada beberapa aspek dari kehidupan yang menonjol dalam pengajaran dan 
kehidupan Yesus Kristus yakni hubungan dan perhatian-Nya terhadap rakyat jelata 
atau miskin dan termarginalkan. Jika kita menelusuri latar belakang kehidupan Yesus 
maka Dia sebenarnya berasal dari kalangan rakyat kecil dan melakukan pemberitaan 
dan pelayanannya terutama di wilayah pedalaman Galilea di antara rakyat kecil. 
Laporan Injil-injil mengenai pekerjaan dan pengajaran Yesus memperlihatkan 
perhatian terhadap dan keakrabanya dengan dunia orang kebanyakan. Ia berbelas 
kasihan terhadap orang banyak (Mat. 9:36). Orang-orang yang dilayani Yesus secara 
langsung adalah rakyat miskin dan mereka yang dikucilkan dari masyarakat. 
Penyembuhan-penyembuhan-Nya adalah atas rakyat kecil yang sakit seperti orang 
buta dan orang timpang. Ia memberi makan kepada orang banyak, yaitu rakyat yang 
datang berkumpul mendengar pengajarannya tanpa bekal yang cukup. Pengajaran 
Yesus Kristus sendiri memihak kaum jelata.  Sabda bahagia dalam khotbah di bukit 
(Luk. 6:20-21) tertuju kepada mereka: “Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena 
kamulah yang empunya Kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini 
lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini 
menangis karena kamu akan tertawa (Luk. 6:20-21; Mat. 5:1-2) 
 Pengajaran Yesus Kristus bertolak dari pemahaman akan misinya selaku 
Mesias pembawa kabar sukacita bagi kaum miskin dan menderita. Dalam khotbah-Nya 
di Nazaret, Yesus merujuk kepada nubuatan nabi Yesaya (Yes. 61:1-2): 
 “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab ia mengurapi aku, untuk menyampaikan 
kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku dan memberitakan 
pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, 
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat 
Tuhan telah datang” (Luk. 4:18-19). 




 Nats ini merupakan konsepsi mengenai Mesias yang dinubuatkan oleh para 
nabi. Mesias dikaruniakan dan diperlengkapi Tuhan dengan kemampuan untuk 
mengatasi krisis yang melanda masyarakat, tugas mesias adalah menegakkan keadilan 
bagi rakyat yang tertindas, dan memulihkan damai sejahtera di tengah-tengah 
masyarakat, serta membawa umat pada pertobatan, mesias bekerja tidak terutama 




























                                                          




3.  Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Selayang Pandang 
GMIM berdiri pada tanggal 30 September 1934. GMIM merupakan sebuah gereja 
yang diwarisi dari Zending Belanda yang menganut ajaran Calvinisme, dimana 
kepengurusan Sinode ditunjuk oleh Pemerintah Belanda dan berasal dari orang 
Belanda. Baru pada masa penjajahan Jepang kepengurusan GMIM berada ditangan 
orang Minahasa. Sekarang GMIM berkembang dengan pesat dan merupakan gereja 
Kristen terbesar ketiga di Indonesia. Anggota GMIM sekarang berjumlah ratusan ribu 
orang bahkan lebih terbagi dalam 998 jemaat, dan 99 wilayah pelayanan. Struktur 
kepemimpinan dalam GMIM bersifat Presbyterial Sinodal, yaitu yang menjadi 
pimpinan gereja bukan hanya pendeta tetapi juga dari para anggotanya, namun 
anggota-anggota itu dipilih sebagai pelayan khusus seperti pendeta, penatua, syamas 
(diaken) dan guru agama. Keputusan ditetapkan bersama melalui musyawarah. Ada 




3a. Persepsi Warga Jemaat GMIM (Kota Manado) terhadap pendetanya yang 
terjun dalam politik praktis. 
Berdasarkan kerangka teori tentang Gereja dan Politik yang telah dipaparkan 
sebelumnya, memberikan gambaran bahwa pemahaman tentang peran politik Gereja 
GMIM telah mengalami penyempitan makna. Hal ini terbukti dalam keterlibatan para 
pendeta-pendeta GMIM yang terlibat dalam politik praktis, yang seharusnya menurut 
Penulis sendiri, gereja GMIM harus memainkan peran politik etis atau politik 
pemberdayaan, agar peran warga jemaat dalam rana politik praktis dapat 
memperlihatkan bahwa mereka mengemban misi Gereja untuk mendatangkan damai 
sejahtera bagi semua orang sesuai misi dari gereja reformator termasuk GMIM.  Akan 
tetapi  sepuluh tahun terakhir ini, GMIM bersoal dengan konflik internal yang tidak 
                                                          














bisa lagi disebut sebagai rahasia karena hal tersebut sudah mengemuka di ruang public 
salah satu dari persoalan yang dialami oleh GMIM yaitu hubungan antara GMIM 
dengan Politik yang semakin relatif. Persoalan ini tentu memiliki sejarah yang 
panjang, dan rumit adanya. Tapi setidaknya, masuknya sejumlah politisi dalam BPMS 
GMIM yang sudah dari beberapa tahun terjadi, menegaskan bahwa ketidakjelasan 
hubungan antara GMIM dengan kekuasaan politik bukanlah isapan jempol belaka. 
GMIM telah dijadikan sebagai batu loncatan sejumlah politisi untuk meraih kekuasaan 
di lembaga legislatif dan eksekutif adalah bukti tidak konsistennya GMIM menjaga 
hubungannya dengan politik/kekuasaan . GMIM sebenarnya, dari awal berdirinya telah 
merumuskan dalam Tata Gerejanya tentang posisi gereja dalam politik. Bahwa gereja 
berpengapa dengan politik, tetapi dia tidak ikut dalam politik praktis. Inilah sikap yang 
harus selalu dipegang oleh pemimpin-pemimpin GMIM. Tetapi dalam sejarah GMIM, 
kelihatan bahwa ada sejumlah pendeta, yang masuk terang-terangan dalam politik 
praktis. Kemudian juga ada pendeta-pendeta yang lain. Mereka-mereka itu sambil 
beraktivitas di politik praktis, juga terus menduduki jabatannya di gereja sebagai 
pendeta. 
 
 Menurut teori yang penulis dapatkan. Dalam mendefenisikan mengenai politik 
Oscar Cullman, yang dikutip oleh Gunche Lugo, membedakan antara politeia dan 
politeuma. Politeia berarti politik dalam arti merebut kekuasaan atau kedudukan dalam 
pemerintahan. Sedangkan politeuma adalah politik yang menekankan tegaknya nilai-
nilai kerajaan Allah di dunia ini misalnya: keadilan, kebenaran, kesejahteraan dan 
mewujudkan peradaban baru yang mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai 
gamar dan rupa Allah (Kej. 1:26-28) 
 Adapun menurut pandangan dari beberapa informan, Gereja dan politik itu 
saling berhubungan, seperti yang dikemukakan oleh Bpk. Fentje Bawengan, salah 
seorang warga GMIM, Melalui wawancara beberapa waktu yang lalu mengatakan 
“Gereja itu berhubungan dengan politik, karena dalam satu persekutuan Gereja juga 
mengajarkan orang atau jemaat berpolitik. Hanya saja politik yang diajarkan Gereja 
berdasarkan pada ajaran Yesus Kristus dengan jalan kebenarannya”. Ada juga yang 
beranggapan bahwa gereja itu tidak berkaitan dengan politik. Seperti yang di 
kemukakan oleh Ibu. Foune Tendean, salah seorang warga jemaat GMIM 
“KALVARI” Malalayang, dia mengatakan “gereja tidak ada hubungan / keterkaitan 
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dengan politik. Gereja maupun politik sudah Berada pada kriteria dan posisi masing – 
masing. Sama sekali tidak dapat dihubungkan.”  
 
 Tentang pandangan dari jemaat terhadap pendeta yang berkiprah dalam politik 
mempunyai beberapa macan persepsi dari masing – masing informan yang telah 
diwawancarai. Contohnya,  menurut informan Bpk. Nico Senewe dari jemaat GMIM 
“Betlehem” Mokupa mengatakan “lebih baik meninggalkan jabatan  sebagai seorang 
Pendeta, lalu berkiprah dalam politik. Karena Hamba Tuhan tidak boleh berpolitik”. 
Ada juga anggapan bahwa “Boleh saja seorang pendeta bertkiprah dalam politik 
asalkan pendeta itu bisa menghadirkan suara – suara kenabian / menyuarakan hal – hal 
yang baik dan benar di dalamnya dan tidak meninggalkan tugasnya yang utama, yaitu 
melayani Tuhan dan sesama” yang telah di kemukakan oleh Bpk.Hendro winerungan 
salah seorang warga GMIM Jemaat “Bethesda” Mokupa. 
 
 Ada jemaat yang kontra atau tidak mendukung jika seorang pendeta terlibat 
dalam dunia politik seperti menurut Ibu. Olivia Komimbing mengatakan dalam 
wawancara waktu yang lalu “Saya kontra, karena jika pendeta itu sudah berkiprah 
dalam politik pastinya dia akan mengabaikan Tugasnya sebagai seorang Pelayan 
Tuhan”. Tetapi ada juga yang Pro atau setuju dengan pendeta yang berkiprah dalam 
politik seperti yang dikemukakan oleh Bpk. Arjen Karisoh dari Jemaat GMIM “Sion” 
Malalayang “Saya mendukung, asalkan sang pendeta hidup benar dimata Tuhan, 
menjalankan politik dengan takut akan Tuhan, itu akan menjadi terobosan baru dalam 
dunia penginjilan”. 
Dari hasil wawancara banyak yang beranggapan bahwa tidak ada manfaat dan 
keuntungan yang akan diberikan oleh seorang pendeta jika dia terlibat dalam dunia 
politik, seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Olivia Komimbing dari Jemaat 
GMIM “Alfa Omega” Kumaraka Dalam, Bpk. Arjen Karisoh dari Jemaat GMIM 
“Sion” Malalayang dan Ibu Deivie Rumbajan GMIM “MARANATHA”. 
 Namun ada juga yang beranggapan bahwa Pendeta itu bisa membawa manfaat 
dan keuntungan jika dia berkiprah dalam politik seperti yang dikatakan oleh Bpk. 
Ventje Lempoy Jemaat GMIM “Imanuel” Bahu “Banyak pengalaman bermasyarakat 
yang dapat diterapkannya kepada jemaat, dan bisa mendatangkan banyak keuntungan 
apabila dia sukses dalam berpolitik”, dan juga pernyataan dari Bpk.Hendro 
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winerungan Jemaat GMIM “Bethesda” Mokupa yang mengatajkan bahwa “Manfaat / 
keuntungan yang bisa diberikan pendeta kepada gerejanya adalah akan terjadinya 
perubahan yang baik kepada gereja (jemaat) dimana nilai – nilai / hal – hal yang baik 
bisa diterapkan dalam kehidupan jemaat. Contoh : Kejujuran, keadilan, rendah hati, 
tidak memihak” 
3b.  Dampak Relasi antara warga dan pendetanya yang terlibat politik praktis. 
 Dari hasil penelitian semua beranggapan bahwa hubungan relasi antara pendeta 
dan jemaatnya harus dibangun dan di jaga seperti yang dikatakan oleh Ibu Deivie 
Rumbajan warga Jemaat GMIM “MARANATHA” Teling, bahwa “Pendeta dan 
jemaat harus mempunyai relasi yang baik dalam pelayanan maupun dalam 
bermasyarakat”.  Penulis setuju dengan pendapat Ibu deivie, tetapi tidak sedikit juga 
para informan mengatakan bahwa mereka menghormati dan menghargai pendeta 
mereka, meskipun apa yang dilakukan sudah menyimpang dari tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai pelayan Tuhan. Sejauh ini penulis mengamati akan relasi yang ada 
antara jemaat dan pendetanya, serasa ada perbatasan antara pendeta dengan jemaat 
karena setelah diteliti ada banyak persepsi yang kontra akan tetapi jemaat tidak 
melakukan apa – apa  hubungan keduanya terlihat baik – baik saja. Tentunya hal ini 
hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain jika dibiarkan terus menerus.  
 Tetapi ada juga hubungan relasi antara pendeta dan jemaat tetap terjaga tidak 
akan ada jarak untuk jemaat dan pendeta berkomunikasi dan saling sharing demi 
kemajuan pelayanan dalam gereja maupun dalam bermasyarakat.  
 Salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan dan aktivitas Pendeta 
ialah sikap dan perilaku etis yang ditunjukkan atau dijalankan. Sikap dan perilaku etis 
itu pada umumnya juga dijadikan acuan dan kriteria penilaian jemaat terhadap 
Pendetanya. Adapun yang dimaksud dengan perilaku etis Pendeta disini ialah 
kesadaran dan sikap rohani-keimanan yang mendasari dan memedomani seluruh 
perilaku Pendeta, sesuai dengan pemahaman dan penghayatan akan jabatan dan tugas-
tugas Pendeta sebagai panggilan yang diterima dari Kristus. 
 Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Bpk. Paul Sangian dari Jemaat 
GMIM “PETRA” Kairagi dalam wawancara penelitian saya beberapa waktu yang lalu 
yang mengatakan bahwa “Selama pendeta itu tidak mengabaikan tugasnya sebagai 
pelayan Tuhan, tidak akan ada masalah soal hubungannya dengan jemaat”. 
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 Fungsi dan peran seorang iman dalam Kristen adalah sebagai pemimpin yang 
bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan  ritual dalam gereja, penjaga 
tradisi – tradisi Kristen, supaya tetap murni. Dalam perjanjian lama aturan-aturan yang 
ada disampaikan langsung oleh Allah melalui nabi-nabi. Pada gereja modern fungsi 
imam ini dilaksanakan oleh sinode pusat yang membawahi langsung gereja – gereja 
yang ada. Aturan yang dibuatpun berdasarkan kebutuhan umat dan tidak menyalahi 
aturan – aturan yang sudah ada dalam alkitab serta telah berlaku umum pada gereja – 
gereja yang dibawahinya. Dalam paparan teori tentang hubungan gereja dan negara, 
kata partisipasi bisa bermakna positif bisa juga bermakna negative. Positif karena 
menunjukan keikutsertaan, keterlibatan, atau peran gereja dalam dinamika 
perkembangan kehidupan nasional. Fungsi dan peran seorang imam dalam Kristen 
adalah sebagai pemimpin yang bertanggungjawab penuh terhadap seluruh pelaksanaan 
ritual dalam gereja, penjaga tradisi-tradisi Kristen supaya tetap murni. Dalam 
Perjanjian Lama, aturan-aturan yang ada disampaikan langsung oleh Allah melalui 
nabi-nabi. Pada gereja modern, fungsi imam ini dilaksanakan oleh sinode pusat yang 
membawahi langsung gereja-gereja yang ada. Aturan yang dibuat pun berdasarkan 
kebutuhan umat dan tidak menyalahi aturanaturan yang sudah ada dalam Alkitab serta 
berlaku umum pada gereja-gereja yang dibawahinya. Fungsi ini sejalan dengan fungsi 
legislasi lembaga legislatif yang bertugas untuk menentukan policy dan membuat 
undang-undang serta mempunyai hak inisiatif, hak mengamandemen rancangan 
undang-undang eksekutif dan hak budget. Sebelum membuat undangundang, legislatif 
haruslah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat maka dibutuhkan 
kepekaan dalam membaca situasi dan kondisi masyarakat sehingga undang-undang 
yang dihasilkan pun tepat sasaran. Ada berbagai macam pendapat dari informan yang 
diwawancarai mengenai “Dampak Relasi Akibat Keterlibatan Pendeta Dalam Dunia 
Politik Praktis Telah Mengalami Perubahan Peran”. Seperti Bpk. Freddy Lumintang 
dari Jemaat GMIM “SYALOOM” Karombasan yang mengatakan “Hubungan dengan 
jemaatnya menjadi terbatas”, Ibu Foune Tendean dari Jemaat GMIM “KALVARI” 
Malalayang mengatakan “Pelayanan pendeta menjadi tidak optimal karena sudah 
terganggu akibat keterlibatannya di dunia politik”, dan ada juga pendapat dari 
Bpk.Hendro winerungan dari Jemaat GMIM “Bethesda” Mokupa yang mengatakan 





Dari deskripsi hasil penelitian dan analisanya di atas maka pada bahagian ini penulis 
akan menarik beberapa kesimpulan dan mengusulkan beberapa saran. 
a. Kesimpulan: 
Pertama, ternyata persepsi warga terhadap pendetanya yang terlibat dalam politik 
praktis sangat beragam. Ada yang mendukung dengan alasan bahwa orang Kristen 
perlu juga terjun dalam dunia politik untuk membawa kebenaran dan keadilan bagi 
masyarakat, asal saja pendeta tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan jemaat.  
Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa gereja perlu melayani dalam semua bidang 
termasuk bidang politik. Tetapi saya berkesimpulan bahwa pandangan ini kurang 
berdasar pada tata aturan GMIM khususnya dalam tugas panggilan pendeta, karena 
gereja berpartisipasi dalam dunia politik tak perlu terjun langsung dalam politik praktis 
misalnya pendeta menjadi anggota legislative.  Sudah pasti bahwa pelayanan pendeta 
akan terbengkalai karena keterbatasan waktu. 
Kedua, Sebagai besar informan kunci berpendapat bahwa pendeta yang terjun 
dalam dunia politik praktis tidaklah bertanggungjawab dengan panggilannya 
sebagaimana diucapkan dalam penahbisannya. Karena penahbisannya berimplikasi 
pada tugas khusus melayani umat dan dunia dengan cara yang khusus pula. Oleh 
karena itu bagi mereka keterlibatan dalam dunia praktis sebagai anggota legislative 
adalah suatu penyangkalan terhadap panggilannya dan bertentangan dengan janji 
penahbisannya.  Memang mereka tak keberatan kalaupun ada pendeta yang tertarik ke 
dunia politik praktis, namun mereka harus meninggalkan jabatan kependetaannya. 
b. Dampak terhadap relasi antara antara warga jemaat dengan pendetanya yang  
Terjun dalam dunia politik praktis jelas ada. Sebahagian kecil informan kunci 
mengatakan bahwa hubungan antara anggota jemaat dan pendetanya tidak masalah, 
karena mereka dapat memahami. Namun pandangan seperti ini tentulah sangat 
subyektif.  Sebaagian besar informan kunci mengatakan bahwa ada dampak dalam 
relasi keduanya.  Warga merasa tidak senang, terutama karena kinerja pendetanya 
dalam pelayan menjadi menurun, kurang memberi perhatian terhadap tugas pokok 
pelayanannya.  Hal yang lebih parah lagi ialah, bahwa pendeta yang terjun dalam 
dunia politik praktis seperti calon legislative tentulah melalui suatu partai politik 
tertentu, sedangkan warga jemaatnya memilih menjadi simpatisan terhadap partai 
politik lain yang berbeda dengan pendetanya. Maka pastilah ada ketidaksenangan dari 
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warga terhadap pendetanya yang menjadi anggota partai yang berbeda, dan warga 
jemaat tak rela bilamana ia diarahkan ke parati politik tertentu yang sama dengan 
pendetannya.  Mereka juga tegas menghendaki agar pendeta yang terjun dalam dunia 
politik praktis mengundurkan diri dari jabatan kependetaannya.   
   
a.  Saran-saran 
Pertama, sebaiknya Sinode GMIM mempunyai sikap yang jelas mengenai 
pendetanya yang bermaksud atau terlibat dalam politik praktis misalnya menjadi 
anggota legislatif. Sikap jelas yang penulis maksud adalah agar ada keputusan dan 
kebijakan yang jelas bahwa mereka yang hendak dan terjun dalam dunia politik praktis 
harus mengundurkan diri dari jabatan kependetaannya. Hal ini untuk menginhadari 
terjadinya perpecahan dalam jemaat karena pro dan kontra terhadap keterlibatan 
pendeta dalam dunia politik praktis.  
Kedua, perlu pembinaan yang terus menerus baik terhadap pendeta dan warga 
jemaat tentang bagaimana berpartisipasi dalam dunia politik secara Kristiani dan 
bertanggungjawab, sehingga dunia politik dihindarkan dari berbagai politik uang dan 
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